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Abstrak

Tanah merupakan salah satu objek hukum yang memiliki peran strategis
dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kepastian hukum atas hak milik
tanah menjadi syarat utama bagi perlindungan hak warga negara. Namun, di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) masih diberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah
DIY Nomor K.898/1/A/1975 yang membatasi kepemilikan hak milik atas tanah bagi
Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa. Kebijakan tersebut
menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang tidak
membedakan hak kepemilikan tanah berdasarkan ras atau etnis. Permasalahan ini
semakin kompleks ketika kebijakan tersebut tetap dipertahankan dalam praktik dan
diperkuat  melalui  Putusan  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta =~ Nomor
132/Pdt.G/2017/PN Yyk.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berbasis studi
kepustakaan (library research) dengan sifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Data primer dalam penelitian ini berupa Putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk serta peraturan
perundang-undangan yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-
buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Data dikumpulkan melalui studi
pustaka, studi putusan, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif
dengan menggunakan teori kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta teori
pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk belum sepenuhnya
mencerminkan keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan. Hakim menempatkan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Tahun
1975 sebagai peraturan kebijakan yang sah, meskipun instruksi tersebut tidak
memenuhi syarat formil dan substantif pembatasan HAM sebagaimana diatur
dalam Pasal 28] ayat (2) UUD 1945. Akibatnya, kebijakan tersebut menimbulkan
ketidakpastian hukum serta perlakuan diskriminatif terhadap WNI keturunan
Tionghoa dalam memperoleh hak milik atas tanah. Putusan ini menunjukkan
kecenderungan hakim lebih menekankan pertimbangan sosial dan kemanfaatan
kolektif dibandingkan prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan
parameter konstitusional mengenai pembatasan hak-hak warga negara.

Kata Kunci: kepastian hukum, hak milik atas tanah, diskriminasi, pembatasan
HAM.



Abstract

Land is a legal object that plays a strategic role in social and economic life.
Legal certainty regarding land ownership is a fundamental requirement for the
protection of citizens’ rights. However, in the Special Region of Yogyakarta (DIY),
the Instruction of the Deputy Head of the Region Number K.898/I/A/1975 restricts
land ownership rights for Indonesian citizens of Chinese descent. This policy raises
legal issues because it contradicts Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian
Principles, which does not differentiate land ownership rights based on race or
ethnicity. The problem becomes more complex as the policy continues to be applied
in practice and is reinforced through the Decision of the Yogyakarta District Court
Number 132/Pdt.G/2017/PN Yyk.

This study is normative legal research based on library research with a
descriptive nature. The research employs a statutory approach. Primary data
consists of the Yogyakarta District Court Decision Number 132/Pdt.G/2017/PN Yyk
and relevant legislation, while secondary data is obtained from legal books,
scientific journals, and expert opinions. Data was collected through library
research, case studies, and interviews, then analyzed qualitatively using the
theories of legal certainty, justice, utility, and the theory of Human Rights limitation
based on Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution as the analytical
framework.

The results indicate that the judge's legal considerations in the Yogyakarta
District Court Decision Number 132/Pdt.G/2017/PN Yyk have not fully reflected a
balance between the principles of legal certainty, justice, and utility. The judge
positioned the 1975 Instruction as a valid policy, even though it does not meet the
formal and substantive requirements for limiting Human Rights as regulated in
Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution. Consequently, this policy results
in legal uncertainty and discriminatory treatment against Indonesian citizens of
Chinese descent in obtaining land ownership rights. This decision demonstrates a
tendency for the judge to emphasize social considerations and collective utility over
the principles of legal certainty, equality before the law, and constitutional
parameters regarding the limitation of citizens' rights.

Keywords: legal certainty, land ownership rights, discrimination, Human Rights
limitation.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki peran strategis dalam
kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.
Tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga
sebagai tempat tinggal dan ruang kehidupan yang melekat pada setiap
individu. Kepemilikan tanah menjadi salah satu wujud nyata dari
pemenuhan hak ekonomi yang diakui secara universal. Sebagai aset yang
bernilai tinggi, tanah menjadi objek dari berbagai permasalahan hukum,
termasuk dalam aspek kepemilikan dan kepastian hukum atas hak-hak
keperdataan yang melekat pada pemiliknya.! Oleh karena itu, kepastian
hukum atas kepemilikan tanah merupakan elemen fundamental yang harus
dijamin oleh negara untuk melindungi hak-hak warganya.

Dalam hukum perdata, kepemilikan tanah merupakan hak yang
diatur secara tegas untuk menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya.
Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah elemen

fundamental

! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan
Pelaksanaannya, edisi revisi (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 78.



dalam hukum perdata, yang bertujuan memberikan jaminan kepada setiap
individu atas hak-hak yang dimilikinya, termasuk hak milik atas tanah.>

Indonesia telah mengatur sistem kepemilikan tanah melalui
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA). UUPA menetapkan bahwa hanya warga negara
Indonesia (WNI) yang dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik.>
Dalam konteks ini, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan etnis atau
ras, karena hukum perdata menekankan kesetaraan hak dalam kepemilikan
aset properti.*

Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara
prinsip hukum perdata dan kebijakan daerah. Di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), terdapat Instruksi Kepala Daerah DIY No.
K/898/1/A/1975 yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi WNI
keturunan Tionghoa. Kebijakan ini melarang warga keturunan nonpribumi
memiliki tanah dengan status Hak Milik, meskipun mereka merupakan
warga negara yang sah.’

Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam

hukum agraria. Pasal 21 ayat (1) UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa

hlm. 57.

(UUPA),

102.

2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2014),
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Pasal 21 ayat (1).

4 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm.

S Instruksi Kepala Daerah DIY No. K/898/1/A/1975 tentang Pembatasan Kepemilikan Hak

Milik atas Tanah bagi WNI Non-Pribumi di DIY.



"Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas
tanah." Tidak ada ketentuan yang membedakan hak tersebut berdasarkan
asal-usul etnis atau ras tertentu.’

Kontradiksi ini menimbulkan masalah kepastian hukum. Di satu sisi,
hukum nasional menjamin kepemilikan tanah bagi setiap WNI tanpa
terkecuali, tetapi di sisi lain, kebijakan daerah justru membatasi hak tersebut
bagi kelompok tertentu. Hal ini menciptakan ketidakjelasan bagi WNI
keturunan nonpribumi di DIY dalam memperoleh hak milik atas tanah.’

Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 memicu berbagai
permasalahan hukum dan sosial. Salah satu dampaknya adalah
ketidakpastian bagi WNI keturunan Tionghoa dalam mengajukan sertifikat
Hak Milik. Banyak dari mereka hanya dapat memiliki tanah dengan status
Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai. Kedua status ini memiliki
keterbatasan dalam jangka waktu dan kepemilikan.® Kebijakan ini juga
menghambat hak ekonomi WNI keturunan Tionghoa. Dalam hukum
perdata, kepemilikan tanah berfungsi sebagai bentuk jaminan ekonomi yang

sah, misalnya untuk investasi atau jaminan kredit perbankan. Ketika hak

¢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA), Pasal 21 ayat (1).

7 Ratih Lestarini, "Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta:
Diskriminasi atau Diskriminasi Positif," Jurnal Hukum & Pembangunan vol. 48, no. 1 (2018), him.
44,

8 Moody Rizqy Syailendra Putra, Hanz Bryan Joeliant, dan Anthonio Bimo Raditya, "Hak
Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta," QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia vol. 2, no. 2 (2023), hlm. 97.



milik mereka dibatasi, akses terhadap manfaat ekonomi tanah juga menjadi
terbatas.’

Aspek sosial juga terpengaruh. Kebijakan ini memperkuat stigma
sosial terhadap WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Mereka dianggap
sebagai bukan bagian dari masyarakat setempat, meskipun mereka telah
tinggal dan berkontribusi dalam kehidupan sosial-ekonomi daerah tersebut
selama beberapa generasi. !’

Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 bertentangan
dengan berbagai peraturan nasional. Salah satunya adalah Instruksi Presiden
Nomor 26 Tahun 1998, yang melarang penggunaan istilah "pribumi" dan
"non-pribumi" dalam kebijakan publik.!! Selain itu, Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
menegaskan bahwa setiap WNI memiliki hak yang sama di mata hukum.'?

Dari perspektif hukum perdata, kebijakan ini juga melanggar asas
kepastian hukum dan keadilan. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa
kepastian hukum mengandung prinsip bahwa hukum harus jelas, tidak

berubah-ubah, dan memberikan perlindungan kepada setiap individu.'? Jika

? Yusuf Munajat, "Larangan Kepemilikan Hak Milik atas Tanah bagi WNI Nonpribumi di

Daerah Istimewa Yogyakarta," Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2021.

19 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,

2020), hlm. 165.

! Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghapusan Penggunaan Istilah

"Pribumi" dan "Non-Pribumi."

12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

13 Van Apeldoorn, Pengantar IImu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), him. 81.



terdapat kebijakan daerah yang bertentangan dengan peraturan nasional,
maka akan menimbulkan konflik norma hukum yang merugikan warga
negara.

Ketidakkonsistenan antara kebijakan daerah dan peraturan nasional
ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, hukum nasional
menjamin bahwa semua WNI berhak atas kepemilikan tanah secara penuh,
tetapi di sisi lain, kebijakan daerah membatasi hak tersebut berdasarkan
etnisitas. Hal ini telah menimbulkan berbagai polemik hukum, terutama
bagi WNI keturunan Tionghoa yang ingin memperoleh hak kepemilikan
tanah di Yogyakarta.

Berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk menguji legalitas
Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/1/A/1975, namun seluruhnya
berakhir dengan putusan yang menyatakan bahwa gugatan dan permohonan
tidak dapat diterima, diantaranya:

1. Uji Materiil ke Mahkamah Agung
Penggugat mengajukan uji materiil terhadap instruksi tersebut, tetapi
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015, Mahkamah
Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena instruksi
tersebut bukan peraturan perundang-undangan yang dapat diuji melalui
mekanisme judicial review.

2. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Setelah upaya uji materiil ditolak, Penggugat menggugat ke PTUN

Yogyakarta, namun dalam Putusan Nomor 8/G/2016/PTUN.YK,



pengadilan kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima. PTUN
menilai bahwa instruksi tersebut tidak memenuhi unsur Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam UU PTUN, dan juga
tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Administrasi
Pemerintahan  atau  Diskresi berdasarkan UU  Administrasi
Pemerintahan.

3. Banding ke Pengadilan Tinggi TUN Surabaya
Putusan PTUN Yogyakarta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya melalui Putusan Nomor
265/B/2016/PTUN.SBY, yang menyatakan bahwa Instruksi tersebut
bukan keputusan administrasi yang dapat disengketakan di PTUN.

4. Kasasi ke Mahkamah Agung
Sebagai upaya terakhir, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung, namun dalam Putusan Nomor 179 K/TUN/2017, Mahkamah
Agung kembali menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan

sebelumnya.

Dari berbagai putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa Instruksi
Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 bukan merupakan suatu
peraturan perundang-undangan maupun Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN), namun tetap diberlakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini
menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama terkait apakah
tindakan pemerintah daerah yang tetap menerapkan kebijakan ini dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa



(Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdata.'

Putusan PN Yogyakarta No. 132/Pdt.G/2017/PN Yyk menjadi
menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan konflik antara kebijakan
daerah dan peraturan nasional dalam hal kepemilikan tanah bagi WNI
keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Sebagai bagian dari sistem hukum
perdata, putusan ini memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana
asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum diterapkan dalam
penyelesaian sengketa pertanahan. Prinsip kepastian hukum menuntut agar
setiap aturan yang diberlakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat
diterapkan secara konsisten. Namun, dalam kasus ini, Instruksi Wakil
Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 telah diuji melalui berbagai jalur
hukum dan dinyatakan bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang
sah, tetapi tetap diberlakukan dalam praktik pertanahan di Yogyakarta. Hal
ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana putusan ini
berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum bagi WNI keturunan

Tionghoa dalam memperoleh Hak Milik atas tanah.

Dari aspek keadilan, putusan ini memunculkan persoalan
diskriminasi dalam kepemilikan tanah. Pembatasan kepemilikan hak milik

bagi warga keturunan Tionghoa bertentangan dengan prinsip persamaan di

14 Ratih Lestarini, "Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta:
Diskriminasi atau Diskriminasi Positif," Jurnal Hukum & Pembangunan vol. 48, no. 1 (2018), him.
44,



hadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Hak Asasi
Manusia, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Majelis Hakim
berpendapat bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi masyarakat
ekonomi lemah agar tidak terjadi dominasi kepemilikan tanah oleh
kelompok tertentu. Namun, dalam praktiknya, tidak semua warga keturunan
Tionghoa memiliki ekonomi yang lebih unggul, sehingga alasan tersebut
tidak selalu dapat dibenarkan. Akibat dari kebijakan ini, penggugat
mengalami berbagai kerugian, termasuk kehilangan haknya sebagai WNI
untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik di Yogyakarta serta harus
menanggung biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang lebih
mahal dan memiliki keterbatasan dalam jangka waktu kepemilikan. Proses
hukum yang panjang juga menimbulkan kerugian finansial hingga Rp 5 juta,
yang menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya merugikan individu

tetapi juga membebani sistem peradilan.

Dalam perspektif wutilitarianisme Jeremy Bentham, Putusan PN
Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk dapat dianalisis berdasarkan
prinsip "the greatest happiness of the greatest number." Putusan ini
mempertahankan Instruksi 1975 dengan alasan melindungi kesejahteraan
masyarakat DIY dan mencegah kesenjangan ekonomi, sehingga dianggap
menguntungkan mayoritas. Namun, jika dianalisis melalui kalkulus
kepuasan Bentham, putusan ini justru menimbulkan penderitaan bagi warga
keturunan Tionghoa yang mengalami diskriminasi dalam kepemilikan

tanah. Meskipun bertujuan menciptakan kemanfaatan, kebijakan ini



mengorbankan hak individu, sehingga bertentangan dengan prinsip

utilitarianisme yang sejati, yang menuntut distribusi kebahagiaan secara

lebih adil."”

Berdasarkan isu tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi WNI keturunan Tionghoa dalam
memperoleh hak milik atas tanah di DIY melalui pendekatan yuridis
normatif dengan studi terhadap Putusan PN Yogyakarta Nomor
132/Pdt.G/2017/PN Yyk. Dari perspektif kepastian hukum, penelitian ini
akan mengkaji bagaimana inkonsistensi antara kebijakan lokal dan
peraturan nasional menciptakan ketidakpastian bagi WNI keturunan. Dalam
aspek keadilan, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana putusan
tersebut mencerminkan prinsip non-diskriminasi dalam hukum pertanahan.
Sementara itu, dari segi kemanfaatan, kajian ini akan menyoroti urgensi
reformasi kebijakan untuk menghapus diskriminasi serta mewujudkan
hukum pertanahan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga
negara tanpa terkecuali.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis jelaskan, maka
permasalahan yang relevan dirumuskan untuk dikaji dan dianalisis dalam

penelitian ini adalah:

15 Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy
Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham’s Utilitarianism
Theory: Legal Purpose or Methods of Legal." Jurnal Konstitusi 19 (2023), hlm. 274.
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1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan PN

Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk terkait kepemilikan

tanah bagi warga keturunan Tionghoa?

2. Apakah Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk

telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

a.

Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan
PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk terkait
kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa.

Untuk menganalisis sejauh mana Putusan PN Yogyakarta
Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk telah mencerminkan asas
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum

perdata.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang meliputi aspek:

a.

Secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
akademis bagi para peneliti dan kalangan akademisi dalam
mengkaji lebih lanjut kepastian hukum terhadap pelaksanaan

Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
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K.898/1/A/1975 terkait kebijakan pemberian hak atas tanah

kepada warga negara Indonesia nonpribumi di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta.

b. Secara Praktis

1) Memberikan referensi, saran, dan pertimbangan kepada
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merumuskan
kebijakan.

2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
pengaturan pertanahan bagi Warga Negara Indonesia
nonpribumi di Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka atau literature review adalah kegiatan analisis informasi
yang berfokus pada sebuah penelitian, di mana penulis merangkum dan
menarik kesimpulan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan
demikian, telaah pustaka berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan
hipotesis dan mendukung pengembangan Kkerangka teoretis dalam

penelitian baru.!¢

Adapun literature review yang digunakan dalam
penelitian in1 adalah sebagai berikut:
Pertama, artikel yang berjudul 'Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga

Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta'karya Moody Rizqy Syailendra Putra, Hanz Bryan Joeliant, dan

16 Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, “Literature Review Analisis Data
Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data,” Jurnal XYZ vol. 1, no. 3 (2023), hlm. 36.
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Anthonio Bimo Raditya, yang diterbitkan oleh QISTINA: Jurnal
Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023). Artikel ini membahas
pengaturan hukum terkait kepemilikan tanah bagi WNI keturunan Tionghoa
di Provinsi DIY serta faktor historis yang menjadi dasar keberlakuan
kebijakan tersebut. Perbedaan mendasar terdapat pada sub-pembahasan, di
mana Moody Rizqy dkk. berfokus pada faktor dan sejarah pelarangan
kepemilikan hak milik bagi WNI keturunan Tionghoa, sedangkan penulis
berfokus pada pembahasan peraturan perundang-undangan yang seharusnya
berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.!’

Kedua, artikel yang berjudul 'Kebijakan Pertanahan bagi WNI
Keturunan Tionghoa di Yogyakarta: Diskriminasi atau Diskriminasi Positif'
karya Ratih Lestarini, yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum & Pembangunan
Vol. 48 No. 1 (2018). Artikel ini mengkaji keberlakuan Instruksi Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: K.898/I/A/1975 dalam perspektif
sosiologi hukum, sedangkan kajian penulis terfokus pada kepastian hukum
yang dijamin oleh undang-undang kepada setiap WNI di Daerah Istimewa
Yogyakarta.'®

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yusuf Munajat (2021) dari Fakultas

Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul

17 Moody Rizqy Syailendra Putra, Hanz Bryan Joeliant, dan Anthonio Bimo Raditya, “Hak
Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta,” QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia vol. 2, no. 2 (2023).

18 Ratih Lestarini, “Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta:
Diskriminasi atau Diskriminasi Positif” Jurnal Hukum & Pembangunan vol. 48, no. 1 (2018), him.
44,
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'Larangan Kepemilikan Hak Milik atas Tanah bagi WNI Nonpribumi di
Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Instruksi Wakil Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/4/1975)'. Perbedaan mendasar terletak
pada objek penelitian, di mana penulis menitikberatkan pada kepastian
hukum yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Yusuf
Munajat meneliti mengenai Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975."

E. Kerangka Teoritik
Dalam penyusunan penelitian atau kajian ilmiah, penggunaan teori
merupakan elemen esensial yang tidak dapat diabaikan. Menurut Nang
Martono, teori berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menginterpretasikan
data, menghubungkan penelitian, membangun kerangka konseptual,
memberikan definisi konsep, dan memperluas makna temuan penelitian.?°

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum
Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai
kemampuan hukum untuk menentukan hal-hal konkret. Kepastian
hukum memberikan jaminan bahwa hukum dijalankan dengan benar,
sehingga pihak yang berhak dapat memperoleh haknya, dan putusan

hukum dapat dilaksanakan. Selain itu, kepastian hukum juga

9 Yusuf Munajat, “Larangan Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Nonpribumi
di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor K.898/1/A/1975)” 2021.

20 Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, Metode Penelitian Kuantitatif (Tangerang Selatan:
Pascal Books, 2021), hlm. 100.
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melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, memberikan
keyakinan bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang layak
diharapkan dalam situasi tertentu. Secara gramatikal, "kepastian"
berasal dari kata "pasti," yang berarti sudah tetap, mesti, dan tentu.?!
Jan Michael Otto merinci kepastian hukum dalam arti materiil

yang mencakup beberapa hal, yaitu:?2

Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses,

yang diterbitkan oleh dan diakui oleh negara karena kekuasaannya.

- Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten dan senantiasa tunduk serta taat
kepadanya.

- Warga pada dasarnya menyesuaikan perilaku mereka dengan
aturan-aturan tersebut.

- Hakim-hakim yang mandiri dan tidak memihak menerapkan
aturan-aturan hukum secara Kkonsisten saat menyelesaikan
sengketa.

- Keputusan pengadilan dilaksanakan secara konkret sesuai dengan

putusan yang telah ditetapkan.

b. Teori Keadilan

21 Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para
Ahli." Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 11 (2021), hlm. 61.

221 Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum (Malang: Setara
Press, 2018), him. 216.
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Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris disebut justice, yang berasal dari
bahasa Latin iustitia. Istilah justice memiliki tiga makna utama: (1)
sebagai atribut, yakni kualitas yang mencerminkan keadilan atau
fairness (sinonim: justness), (2) sebagai tindakan, yakni penerapan
hukum atau penentuan hak serta sanksi (sinonim: judicature), dan (3)
sebagai individu, yaitu pejabat publik yang berwenang dalam
menentukan persyaratan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan
(sinonim: judge, jurist, magistrate).*®

Keadilan dapat dipahami sebagai keutamaan yang bersifat umum.
Theo Huijbers menguraikan konsep keadilan menurut Aristoteles, yang
tidak hanya sebagai keutamaan umum, tetapi juga sebagai keutamaan
moral khusus. Keadilan dalam pengertian ini berkaitan dengan
hubungan antarindividu dan keseimbangan antara dua pihak.?*
Aristoteles memahami keadilan dalam konteks kesetaraan, yang terbagi
menjadi dua bentuk, kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional.
Dalam kesetaraan numerik, setiap individu dianggap setara dalam satu
unit, seperti prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Sementara itu,
kesetaraan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang sesuai

dengan hak, kemampuan, dan prestasinya.

23 Silalahi, Bonnarty Steven, Delbert Lauren, Eveline Eveline, Gilbert Hans Aldrich, and
Winnie Willys. "Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis."”
Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 4 (2023), him. 1938.

24 Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum
Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)." Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat
6, no. 2 (2023), hlm. 252.
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Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu keadilan
distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan
yang mendistribusikan hak atau porsi kepada setiap individu
berdasarkan prestasi. Keadilan distributif berarti pembagian sesuatu,
seperti tanah, uang, atau penghargaan, berdasarkan usaha atau
kontribusi seseorang. Contohnya, jika seseorang bekerja keras dan
berkontribusi lebih banyak dalam masyarakat, maka ia seharusnya
mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang
tidak berusaha sama sekali. Sementara itu, keadilan komutatif berfokus
pada pemberian yang sama kepada setiap individu tanpa
mempertimbangkan prestasi, terutama dalam konteks pertukaran
barang dan jasa. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan
yang adil dalam hubungan ekonomi dan interaksi sosial.?

c. Teori Kemanfaatan
Jeremy Bentham adalah seorang filsuf dan ahli hukum asal Inggris yang
dikenal dengan julukannya, "Luther of the Legal World" atau Luther
dalam dunia hukum.?® Ia menjadi pelopor dalam pengembangan Teori
Kemanfaatan, yang lebih dikenal sebagai utilitarianisme. Pemikiran
utilitarianisme Bentham muncul sebagai respons terhadap konsep

hukum alam yang berkembang pada abad ke-18 dan 19. Ia mengkritik

%5 Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum
Nasional." MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2018), him. 62.

26 Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Jeremy Bentham." PADJADJARAN Jurnal llmu Hukum
(Journal of Law) 2, no. 2 (2015), hlm. 413.
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konsep tersebut karena dianggapnya tidak memiliki kejelasan serta
tidak bersifat tetap. Bentham menekankan perubahan pola pikir secara
bertahap, dari pendekatan yang bersifat abstrak, idealis, dan apriori
menuju perspektif yang lebih konkret, materialis, dan mendasar. Salah
satu tujuan utama hukum, menurut Bentham, adalah menciptakan
manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat guna mencapai
kebahagiaan.?’

Konsep kemanfaatan selalu berkaitan erat dengan teori
utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Prinsip "The
greatest happiness of the greatest number" sering dikaitkan dengan
gagasan bahwa kebahagiaan ditentukan oleh jumlah orang yang
merasakannya.”® Pada masanya, pemikiran Bentham tentang
kebahagiaan mayoritas dianggap sebagai inovasi besar. Menurut
Bentham, kebahagiaan dapat dimaknai sebagai kehidupan yang
terbebas dari penderitaan. Oleh karena itu, tolok ukur dalam menilai
apakah suatu tindakan bersifat baik atau buruk didasarkan pada sejauh
mana tindakan tersebut mampu menghasilkan kebahagiaan bagi

sebanyak mungkin orang.

27 Ridwansyah, Rizki. "Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum
praktis di Indonesia." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 2, no. 01
(2024), him. 2.

28 Purnomo, Agus, and Saifullah Saifullah. "Tinjauan Utilitarianisme Hukum Atas
Penerapan Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri." AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022), him. 231.
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Menurut Jeremy Bentham, prinsip wtilitarianisme harus
diterapkan secara kuantitatif. Ia berpendapat bahwa karena kualitas
kesenangan dianggap seragam, satu-satunya aspek yang membedakan
adalah jumlah atau intensitasnya. Oleh sebab itu, bukan hanya jumlah
orang yang memperoleh kebahagiaan (the greatest number) yang harus
diperhitungkan, tetapi juga tingkat kebahagiaan yang mereka rasakan
(the greatest happiness).” Untuk mengukur kebahagiaan ini, Bentham
mengembangkan konsep Kalkulus Kepuasan (the hedonic calculus).
Dalam pandangan Bentham, moralitas suatu tindakan ditentukan
berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut mampu memberikan
manfaat dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.

d. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan hak-hak fundamental
yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha
Esa yang diakui dan dijamin oleh negara melalui konstitusi.’® Dalam
kerangka negara hukum, pengakuan terhadap HAM menjadi pilar
utama legitimasi kekuasaan. Namun, hak-hak tersebut bukanlah hak
yang sepenuhnya bersifat absolut. Dalam praktik ketatanegaraan,
terdapat relasi dialektis antara kebebasan individu dan kepentingan

kolektif, di mana setiap individu tidak hanya dipandang sebagai subjek

2 Setyabudi, M. Nur Prabowo, and Albar Adetary Hasibuan, Pengantar studi etika
kontemporer: Teoritis dan terapan, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 37.

30 Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif
Keadaan Darurat," Jurnal Media Hukum 21, no. 1 (2014), hlm. 58.
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pemegang hak, melainkan juga bagian dari masyarakat yang memiliki
kewajiban menghormati hak orang lain.*!

Pemahaman bahwa HAM tidak bersifat absolut menjadi landasan
filosofis lahirnya konsep pembatasan HAM guna menjaga
keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum dalam
masyarakat demokratis.>> Di Indonesia, dasar konstitusional
pembatasan HAM secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28] ayat (2)
UUD 1945. Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada pembentuk
undang-undang untuk menetapkan pembatasan HAM dengan tujuan
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.*
Pembatasan HAM dalam konteks ini harus dipahami sebagai
pengecualian yang dibenarkan secara konstitusional, sehingga
penerapannya harus memenuhi persyaratan ketat baik secara formil
melalui  undang-undang maupun secara substantif berdasarkan
parameter yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

31 Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif
Hukum Nasional (Jakarta: Prenada Media, 2021), him. 16.

32 Otniel Ogamota Mendrofa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori
Keadilan Dan Hak Asasi Manusia," Milthree Law Journal 1, no. 1 (2024), him. 48.

33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28] ayat (2).
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Sebagian besar arah penelitian ini berlandaskan pada ketentuan tertulis
serta memiliki keterkaitan yang erat dengan literatur dalam studi
kepustakaan (library research). Penelitian ini mengandalkan berbagai
sumber dan didukung oleh data sekunder yang akan dianalisis oleh
penulis.

. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan model deskriptif, di
mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk.
Dari putusan tersebut, penulis sudah mendapat Gambaran dalam
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
atau pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode ini
diterapkan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan
tersebut dipilih untuk menganalisis sejauh mana putusan PN Yogyakarta
Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk mampu memberikan kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara ini.

. Sumber Data

Untuk bisa memperoleh data yang objektif, maka penulis menggunakan
sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer
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1) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
132/Pdt.G/2017/PN Yyk.
2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
4) Berbagai ketentuan atau regulasi yang berkaitan dengan topik
penelitian.
b. Data Sekunder
Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi
wawancara, buku-buku hukum, artikel dalam jurnal hukum, skripsi
terkait bidang hukum, serta pendapat para pakar yang sesuai dengan
topik penelitian.
c. Data Sekunder
Bahan hukum tersier merupakan sumber yang bersifat pelengkap
dan berfungsi memberikan arahan atau penjelasan tambahan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan
hukum tersier antara lain kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan
sebagai berikut:

a. Studi Pustaka
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Serangkaian proses yang dilakukan meliputi membaca, mencatat,
serta mengutip berbagai buku dan sumber informasi yang relevan
dengan penelitian ini.
b. Studi Putusan
Studi ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum yang akan
dianalisis berdasarkan teori-teori yang digunakan.
c. Wawancara
Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan
Advokat yang bertindak sebagai penggugat, Hakim Pengadilan
Negeri Yogyakarta, Ketua PENGWIL Yogyakarta INI, serta
Akademisi FH UIIL
6. Analisis Data
Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Analisis data adalah
proses mengkaji hasil penelitian dengan memberikan telaahan, yang
dapat berupa kritik, dukungan, tambahan, atau komentar, serta
menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan pemikiran sendiri yang
didukung oleh teori yang relevan.
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Hak Milik
Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Daerah Istimewa
Yogyakarta (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN

Yyk)” adalah sebagai berikut:
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Bab I Penulis akan menguraikan latar belakang masalah, diikuti
dengan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga
mencakup telaah pustaka, kerangka teori yang mendasari penelitian, metode
penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang memberikan
gambaran umum mengenai struktur skripsi.

Bab II akan membahas teori yang berkaitan dengan penelitian, serta
penjelasan mendalam mengenai kepemilikan tanah di Indonesia.

Bab III akan membahas mengenai objek penelitian. Dalam bab ini
penulis akan menyajikan Gambaran umum tentang putusan Pengadilan
Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk yang berisi identitas
para pihak, duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab IV merupakan bab yang berisi analisis penulis mengenai
kepastian hukum hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia
Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengkaji putusan PN
Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk yang dihubungkan dengan
teori yang ada dalam kerangka teori.

Bab V akan menjadi bagian penutup, di mana penulis menyimpulkan
hasil penelitian, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.
Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah yang diteliti secara lebih
padu dan singkat, serta menyertakan daftar pustaka yang mencantumkan

semua referensi yang digunakan
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh

kesimpulan sebagai hasil jawaban terhadap rumusan masalah penelitian,

sebagai berikut:

I.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri
Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk menunjukkan bahwa
hakim menempatkan Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/1/A/1975
sebagai dasar hukum dengan mengkualifikasikannya sebagai peraturan
kebijakan (beleidsregel). Secara yuridis, hakim menilai bahwa instruksi
tersebut tidak termasuk peraturan perundang-undangan, tetapi sah
sebagai produk kebijakan administratif yang didasarkan pada freies
ermessen pejabat pemerintahan. Secara filosofis, hakim berupaya
mewujudkan keadilan sosial dengan melindungi masyarakat lokal dan
mempertahankan keistimewaan DIY sebagai bagian dari nilai historis
dan kultural daerah. Sedangkan secara sosiologis, hakim
mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat Yogyakarta
yang masih mengakui peran Kasultanan dan Kadipaten dalam urusan
pertanahan. Meskipun demikian,  pertimbangan  tersebut
memperlihatkan bahwa hakim lebih menekankan aspek sosial-historis

dan nilai lokalitas dibandingkan konsistensi penerapan hukum

188
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positif secara hierarkis, sehingga putusan ini menunjukkan pendekatan
yuridis yang fleksibel namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum.

Penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam
putusan tersebut belum menunjukkan keseimbangan yang ideal
sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dari aspek
kepastian hukum, hakim kurang menegakkan prinsip legalitas dan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena
menggunakan kebijakan administratif sebagai dasar hukum yang sah.
Dari aspek keadilan, putusan ini lebih menekankan keadilan sosial yang
bersifat partikular dibanding keadilan substantif yang menghormati
kesetaraan konstitusional warga negara. Sedangkan dari aspek
kemanfaatan, meskipun bertujuan menjaga ketertiban sosial dan
ekonomi daerah, manfaat yang ditimbulkan tidak merata dan justru
menimbulkan ketimpangan baru. Oleh karena itu, secara keseluruhan,
putusan ini lebih menonjolkan pertimbangan sosial-historis daripada
prinsip supremasi hukum nasional, sehingga belum sepenuhnya sejalan
dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam negara
hukum (Rechtsstaat).

Berdasarkan teori pembatasan hak asasi manusia dan ketentuan Pasal
28] ayat (2) UUD 1945, pembatasan HAM hanya dapat dibenarkan
apabila memenuhi syarat formil berupa dasar undang-undang serta

syarat substantif yang meliputi pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
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keamanan, dan ketertiban umum secara proporsional. Dalam konteks
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN
Yyk, meskipun pengadilan tidak secara eksplisit menggunakan Pasal
28] UUD 1945 sebagai dasar pertimbangan, analisis penulis
menunjukkan bahwa pembatasan hak milik atas tanah bagi WNI
keturunan Tionghoa tetap tidak dapat dibenarkan apabila diuji
menggunakan parameter Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan
tersebut tidak memenuhi syarat formil karena bersumber dari Instruksi
Wakil Kepala Daerah DIY Tahun 1975 yang bukan merupakan undang-
undang, serta tidak memenuhi syarat substantif karena bersifat
diskriminatif dan tidak memiliki relevansi dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, maupun ketertiban umum.
B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diperoleh dari

penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai hal yang

perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut, baik dalam aspek penerapan

hukum, kebijakan publik, maupun pengembangan ilmu hukum. Oleh karena

itu, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam mewujudkan sistem

hukum yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat, sebagai berikut:

1. Kepada Hakim sebagai Aparat Penegak Hukum dalam memeriksa dan
memutus perkara yang berkaitan dengan kebijakan daerah, hakim

hendaknya lebih menekankan asas kepastian hukum dengan tetap
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memperhatikan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Penerapan
asas lex superior derogat legi inferiori perlu ditegakkan secara
konsisten agar kebijakan administratif yang tidak termasuk dalam
hierarki peraturan perundang-undangan tidak dijadikan dasar hukum
yang mengesampingkan undang-undang nasional. Dengan demikian,
putusan pengadilan dapat mencerminkan keseimbangan antara
supremasi hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kepada Pemerintah Daerah dan Pembentuk Kebijakan Daerah
Istimewa Yogyakarta diharapkan meninjau kembali kebijakan yang
berpotensi diskriminatif, seperti Instruksi Kepala Daerah DIY No.
K.898/1/A/1975, agar selaras dengan prinsip konstitusional tentang
kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Pengaturan kebijakan
daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan semangat affirmative policy
yang tidak menimbulkan ketimpangan sosial baru. Revisi atau
pencabutan kebijakan yang sudah tidak relevan menjadi langkah
penting untuk menjaga legitimasi hukum dan kepercayaan publik

terhadap pemerintahan daerah.

. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya diperlukan kajian

akademik lanjutan mengenai mekanisme pengujian beleidsregel dalam

sistem hukum Indonesia.
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